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Abstrak

Artikel ini mengkaji peran negara dalam pembentukan politik identitas yang berujung pada kekerasan melalui studi
kasus konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel. Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi
dan politik identitas, penelitian kualitatif komparatif ini menganalisis bagaimana pemerintah di kedua kasus
mengonstruksi kelompok identitas tertentu sebagai ancaman keamanan. Temuan menunjukkan bahwa baik di
Myanmar maupun dalam konflik Palestina-Israel, aktor negara secara aktif melakukan “sekuritisasi”, mencitrakan
identitas etnis atau agama minoritas sebagai ancaman eksistensial, untuk membenarkan kebijakan represif dan
kekerasan. Di Myanmar, rezim mengarusutamakan narasi ancaman terhadap identitas nasional Buddhis guna
melegitimasi penindasan dan pembersihan etnis Rohingya. Sementara itu, dalam konflik Palestina-Israel, aktor
negara Israel menekankan identitas Yahudi negara dan menyekuritisasi populasi Palestina sebagai ancaman, yang
berujung pada okupasi militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa politik identitas
yang disekuritisasi oleh negara dapat mendorong konflik kekerasan dan mengabaikan keamanan manusia
kelompok tertindas. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai keterkaitan antara konstruksi identitas
oleh negara, sekuritisasi, dan kekerasan terhadap minoritas dalam studi hubungan internasional.

Kata Kunci: Politik Identitas, Sekuritisasi, Kekerasan Negara, Rohingya, Isracl-Palestina, Keamanan Manusia

Abstract

This article examines the role of the state in shaping identity politics that lead to violence, through
comparative case studies of the Rohingya conflict in Myanmar and the Israel-Palestine conflict. Using the
theoretical framework of securitization and identity politics, this qualitative comparative research analyzes how
governments in both cases construct certain identity groups as security threats. The findings indicate that in both
Myanmar and the Israel-Palestine conflict, state actors actively engaged in “securitization”, portraying ethnic or
religious minority identities as existential threats, to justify repressive policies and violence. In Myanmar, the
regime mainstreamed a narrative of threat to Buddhist national identity to legitimize the repression and ethnic
cleansing of the Rohingya. Meanwhile, in the Israel-Palestine conflict, Israeli state actors emphasizes the state’s
Jewish identity and securitizes the Palestinian population as a threat, resulting in military occupation and human
rights violations. The study concludes that identity politics securitized by the state can fuel violent conflict and
neglect the human security of oppressed groups. These findings contribute to the understanding of identity conflicts,
state violence, and human security in international relations by elucidating linkages between state-driven identity
construction, securitization, and violence against minorities.
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Pendahuluan

Isu politik identitas dan kekerasan etnis-religius tetap menjadi tantangan serius dalam hubungan
internasional kontemporer. Konflik yang berakar pada perbedaan identitas etnis atau agama telah
menjadi sumber kekerasan berkepanjangan di berbagai belahan dunia, sering kali sulit diselesaikan
karena melibatkan dimensi historis, psikologis, dan simbolik yang dalam (Do Céu Pinto Arena, 2022).
Negara, sebagai aktor sentral dalam sistem internasional, kerap berperan aktif dalam membentuk narasi
identitas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kebijakan publik, struktur
kelembagaan, dan pidato-pidato resmi para pemimpinnya. Narasi ini, bila diarahkan secara eksklusif atau
manipulatif, dapat mengesahkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap “lain” atau tidak
sejalan dengan identitas nasional yang dominan. Dua contoh ekstrem dari fenomena ini adalah krisis
Rohingya di Myanmar dan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Meskipun banyak konflik
identitas terjadi di dunia, artikel ini secara purposif memilih dua contoh ekstrem dari fenomena ini: krisis
Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel. Pemilihan ini didasarkan pada justifikasi
metodologis. Kedua kasus, meskipun sangat kontras secara geografis, historis, dan dinamika konflik,
justru menunjukkan sebuah pola fundamental yang serupa: peran sentral aktor negara dalam melakukan
sekuritisasi terhadap kelompok minoritas. Dalam kedua konteks, negara secara aktif membingkai
kelompok minoritas sebagai ancaman eksistensial untuk melegitimasi kebijakan represif yang sistematis.
Dengan membandingkan dua kasus yang sangat berbeda namun menunjukkan mekanisme serupa,
argumen mengenai peran negara dalam kekerasan identitas menjadi lebih kuat. Proses ini pada akhirnya
tidak hanya menyebabkan penderitaan berkepanjangan dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga
memperdalam jurang pemisah antara kelompok mayoritas dan minoritas yang terlibat.

Para ilmuwan telah lama mencermati dan mengkaji bagaimana politik identitas dapat menjadi
pemicu kuat bagi kekerasan kolektif. Identitas kelompok yang dipolitisasi, misalnya yang berbasis pada
suku, agama, atau etnis, sering kali dimanfaatkan oleh elite politik atau aktor kekuasaan untuk
menggalang solidaritas internal yang eksklusif, yang dibingkai dalam oposisi biner “kita” versus
“mereka” (Dhamoon, 2009). Dinamika ini dapat menciptakan ketegangan sosial yang akut, dan dalam
kondisi tertentu, menimbulkan dehumanisasi terhadap kelompok lain yang diposisikan sebagai musuh
atau ancaman. Dehumanisasi ini, pada gilirannya, dapat menjadi dasar moral atau psikologis untuk
menjustifikasi kekerasan yang dilakukan terhadap mereka (Sen, 2007). Amartya Sen (2006) secara
khusus mengingatkan bahwa penganut pandangan identitas tunggal yang sempit dan kaku sangat rentan
terhadap hasutan untuk terlibat dalam konflik bernuansa kekerasan, karena kehilangan kapasitas untuk
melihat kompleksitas kemanusiaan pihak lain. Dalam konteks negara-bangsa modern, identitas nasional
mayoritas sering kali didefinisikan secara eksklusif dan homogen, sehingga keberadaan kelompok
minoritas dianggap sebagai penyimpangan, bahkan sebagai ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan
bangsa (Mann, 2004). Dorongan negara untuk mencapai homogenitas identitas nasional, menurut
Michael Mann (2004), bukan hanya berimplikasi pada marginalisasi, tetapi juga dapat mendorong
terjadinya praktik-praktik ekstrem seperti pembersihan etnis ketika kelompok tertentu dianggap
menghalangi atau menggagalkan proyek nasional yang dianggap vital.

Dalam studi hubungan internasional, teori sekuritisasi menawarkan kerangka analitis untuk
memahami bagaimana isu atau identitas tertentu dapat dikonstruksi sebagai ancaman keamanan melalui
proses politis. Barry Buzan, Ole Waver, dan Jaap de Wilde (1998) memperkenalkan konsep sekuritisasi
yang intinya menyatakan bahwa ‘“keamanan” bukanlah kondisi objektif semata, melainkan hasil dari
speech act, yaitu tindakan ujaran oleh aktor politik yang menyatakan sesuatu sebagai ancaman
eksistensial (Buzan et al., 1998). Melalui langkah diskursif ini, sebuah isu dapat dipindahkan dari ranah



“politik biasa” menjadi “politik keamanan” yang mendesak, sehingga membenarkan penggunaan
langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures) demi mengatasinya. Di sisi lain, teori politik
identitas menunjukkan bahwa identitas kelompok bersifat cair dan dapat dipolitisasi oleh elit untuk
meraih dukungan atau mengalihkan krisis. Identitas mayoritas sering dibentuk dalam oposisi dengan
“minoritas berbahaya” demi menciptakan solidaritas internal (contohnya melalui othering atau
penjelekkan kelompok lain) (Pérez, 2015). Arjun Appadurai (2006) bahkan berpendapat bahwa dalam
era globalisasi terjadi “ketakutan terhadap minoritas”, mayoritas nasional merasa proyek kebangsaannya
tidak lengkap selama masih ada minoritas, sehingga timbul hasrat untuk menyingkirkan perbedaan
kultural (Appadurai, 2006). Dalam kasus politik identitas, aktor negara dapat melakukan sekuritisasi
dengan menggambarkan kelompok identitas tertentu (misalnya minoritas etnis atau agama) sebagai
ancaman bagi kelangsungan bangsa atau negara. Ketika narasi ancaman ini diterima oleh audiens
(masyarakat mayoritas), negara merasa legitimasi untuk menerapkan kebijakan keras yang mungkin
melanggar norma demokrasi atau HAM, mulai dari diskriminasi hukum, penindasan, hingga kekerasan
terbuka. Dinamika inilah yang dapat menyulut kekerasan kolektif: hubungan mayoritas-minoritas yang
labil memicu keinginan “melenyapkan” kelompok minoritas demi homogenitas yang dianggap aman.

Myanmar dan Israel menawarkan studi kasus yang kontras secara geografis dan historis, namun
menunjukkan pola serupa dalam bagaimana identitas digunakan dan dimanipulasi oleh negara dalam
konteks konflik. Sejumlah penelitian terdahulu mengenai kasus yang relevan antara lain, Kyaw
Zeyar Win (2018) dalam “Securitization of the Rohingya in Myanmar” yang mendokumentasikan
bagaimana narasi negara, didukung oleh kelompok biksu nasionalis, secara sistematis membingkai
Rohingya sebagai “teroris” dan “orang asing”, sehingga melegitimasi operasi militer dan diskriminasi
struktural terhadap kelompok tersebut (Win et al., 2018). Di sisi lain, Uriel Abulof (2014) dalam “Deep
Securitization and Israel’s ‘Demographic Demon ”” menunjukkan bagaimana wacana keamanan di [srael
mempersepsikan pertumbuhan penduduk Palestina sebagai ancaman eksistensial, dengan tujuan menjaga
identitas mayoritas Yahudi melalui pembenaran kebijakan diskriminatif, pembatasan ruang, dan
pembenaran kekerasan (Abulof, 2014). Sementara itu, studi dari Universitas Ottawa, ditulis oleh Michael
Xiang Li (2018) dengan judul “Defining the Other: Israeli Securitization of the Palestinian Population”,
menganalisis bagaimana wacana sekuritas digunakan untuk membenarkan kontrol militer dan
pembatasan mobilitas warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dan mengidentifikasi kekurangan literatur
komparatif yang membandingkan kasus Israel-Palestina secara langsung dengan teori sekuritisasi (Li,
2018). Namun, hingga kini masih minim penelitian yang mengkaji secara komparatif peran negara dalam
membentuk politik identitas yang memicu kekerasan di Myanmar dan Israel-Palestina menggunakan
perspektif teori sekuritisasi.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan
membandingkan bagaimana negara, melalui aparat pemerintah dan elit politik dominan, membentuk
narasi politik identitas yang berujung pada kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam dua kasus:
Rohingya di Myanmar dan Palestina dalam hubungannya dengan Israel. Pertanyaan kunci yang dijawab
adalah: bagaimana proses sekuritisasi identitas dijalankan oleh aktor negara di masing-masing
kasus, dan bagaimana hal itu berkontribusi pada terjadinya kekerasan? Dengan kata lain, studi ini
berargumen bahwa konstruksi “ancaman identitas” oleh negara merupakan faktor kunci yang mendorong
terjadinya kebijakan dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Myanmar dan Palestina.
Untuk membuktikan argumen tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif.
Bagian selanjutnya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, diikuti dengan pemaparan hasil
analisis masing-masing kasus serta pembahasan komparatif. Pada akhirnya, kesimpulan akan



disampaikan mengenai temuan utama dan implikasinya bagi studi konflik identitas, kekerasan negara,
dan keamanan manusia.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-eksplanatif yang berakar pada paradigma
konstruktivis, yang memandang keamanan bukan sebagai kondisi objektif, melainkan sebagai hasil dari
proses konstruksi sosial dan politik. Desain penelitian ini adalah studi kasus komparatif, yang terinspirasi
oleh logika metodologis Charles Ragin, khususnya menggunakan desain "sistem yang paling berbeda,
hasil yang serupa" (most different systems, similar outcome) (Ragin, 2014). Pemilihan dua kasus yang
secara fundamental berbeda (krisis Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel), secara sengaja
dilakukan untuk memperkuat argumen utama. Apabila mekanisme kausal yang serupa, yaitu sekuritisasi
identitas oleh negara, dapat diidentifikasi dalam konteks historis, geografis, dan politik yang sangat
kontras, maka hal ini mengindikasikan kekuatan negara sebagai variabel penjelas yang signifikan,
terlepas dari faktor kontekstual lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan secara
komprehensif dan sistematis, dengan tujuan membangun korpus data tekstual yang kaya untuk dianalisis.
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan
memadukan beragam jenis data kredibel yang mencakup: (1) literatur akademik berupa jurnal ilmiah dan
buku terbitan pers/universitas ternama untuk membangun landasan teoretis yang kokoh; (2) dokumen
resmi dari aktor negara, seperti pernyataan kebijakan, produk hukum (Undang-Undang
Kewarganegaraan Myanmar 1982), dan transkrip pidato pejabat tinggi (Kantor Perdana Menteri Israel,
Kementerian Luar Negeri Myanmar), yang berfungsi sebagai data primer untuk menganalisis speech act
sekuritisasi; dan (3) laporan investigatif dari organisasi internasional dan non-pemerintah yang memiliki
reputasi tinggi, seperti Dewan HAM PBB, International Crisis Group, Human Rights Watch, dan
Amnesty International, yang menyediakan data terverifikasi mengenai tindakan negara dan dampak
kemanusiaannya.

Proses analisis data bersifat interpretif, menggabungkan analisis tematik dan analisis wacana
kritis. Data yang telah terkumpul direduksi dan dikodifikasi untuk mengidentifikasi komponen-
komponen kunci dari proses sekuritisasi sesuai kerangka Copenhagen School: aktor sekuritisasi, objek
referen, speech act, audiens, dan tindakan-tindakan luar biasa yang diambil sebagai konsekuensinya
(Buzan et al., 1998). Analisis wacana digunakan untuk membongkar bagaimana bahasa dimanfaatkan
untuk melakukan dehumanisasi dan othering. Akhirnya, penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi
statistik, melainkan generalisasi analitis, di mana temuan dari kedua kasus digunakan untuk
memperdalam dan memperkaya pemahaman teoretis mengenai mekanisme yang menghubungkan
konstruksi identitas oleh negara, proses sekuritisasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Hasil dan Pembahasan
a. Kerangka Konseptual: Sekuritisasi dan Politik Identitas
Securitization theory yang dipelopori oleh Buzan, Wever, dan de Wilde (1998) menekankan
bahwa “keamanan” bukanlah kondisi obyektif semata, melainkan hasil proses sosial-politis di mana
suatu isu diangkat sebagai ancaman eksistensial melalui bahasa atau speech act (Buzan et al., 1998).
Ole Wever, sebagai salah satu penggagas utamanya, menjelaskan bahwa proses ini dimulai ketika
sebuah securitizing actor (pihak yang menyuarakan ancaman, seperti pemerintah atau pemimpin
politik) melakukan speech act, dan berusaha untuk meyakinkan audience (pihak yang harus



diyakinkan) bahwa terdapat ancaman eksistensial terhadap kelangsungan sebuah referent object
(sesuatu yang dianggap terancam, seperti identitas nasional atau kedaulatan negara). Apabila audiens
menerima narasi ancaman tersebut, maka isu itu berhasil "disekuritisasi", yakni diangkat ke luar dari
ranah politik biasa untuk membenarkan penggunaan langkah-langkah darurat. Sebagai contoh, pasca
serangan 11 September 2001, wacana terorisme disekuritisasi sedemikian rupa sehingga hak-hak sipil
ditangguhkan dan perang dilancarkan atas nama keamanan. Apabila sekuritisasi berhasil, isu tersebut
bergeser menjadi permasalahan keamanan utama yang mengatasi hukum dan norma biasa.
Implikasinya, negara merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan apa pun “demi
menyelamatkan bangsa”. Dampak sekuritisasi politik identitas ini sering kali tragis bagi kelompok
yang disasar: hak-hak sipil mereka dapat ditangguhkan, tindakan represif meningkat, dan kekerasan
negara kian tereskalasi. Dari perspektif keamanan manusia, konsep yang menekankan perlindungan
individu dari ancaman kekerasan dan ketakutan (United Nations Development Programme, 1994),
sekuritisasi berbasis identitas oleh negara cenderung mengorbankan keamanan individu kelompok
minoritas demi dalih keamanan nasional. Dengan kata lain, ketika identitas suatu kelompok telah
dikonstruksi sebagai musuh internal, keselamatan dan kesejahteraan kelompok tersebut tidak lagi
dipandang sebagai bagian dari “keamanan” oleh rezim yang berkuasa.

Di sisi lain, teori politik identitas merujuk pada upaya mengorganisir kepentingan atau
solidaritas politik berdasarkan identitas kelompok tertentu, baik etnis, ras, agama, maupun
kebangsaan. Identitas kelompok bukanlah sesuatu yang statis atau given; melainkan dikonstruksi
melalui proses sejarah, wacana, dan institusi (Anderson, 2016). Negara modern berperan sentral
dalam mendefinisikan batas-batas keanggotaan komunitas nasional, siapa yang dianggap “kita” dan
siapa “mereka”. Dalam banyak kasus, negara yang didominasi kelompok mayoritas akan
menempatkan identitas mayoritas sebagai inti dari jati diri nasional, sementara kelompok lain
dipinggirkan sebagai “other” yang dianggap kurang asli atau loyal. Penting untuk dicatat bahwa
sekuritisasi sering kali berjalan seiring dengan praktik de-humanisasi atau othering dalam politik
identitas, sehingga proses ini dapat melahirkan kebijakan eksklusi terhadap minoritas. Contohnya,
konsep demokrasi etnis (ethnic democracy) menggambarkan sistem politik di mana sebuah kelompok
etnis mayoritas memegang kekuasaan dan meminggirkan minoritas melalui struktur hukum dan
politik, seperti yang dikaji oleh Smooha (2002) dalam konteks Israel (Smooha, 2002). Demikian pula
di Myanmar, kaum Rohingya telah lama dicap sebagai kaladan (pendatang Benggala) yang dianggap
memisahkan diri dan mengancam keutuhan Myanmar. Proses othering ini melanggengkan stereotip
dan stigma, yang kerap kali dijadikan justifikasi eksklusi maupun kekerasan. Politik identitas yang
eksklusif semacam ini menyediakan lahan subur bagi terbentuknya stereotip dan prasangka terhadap
kelompok luar, yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk tujuan tertentu.

Secara teoretis, menggabungkan sekuritisasi dan politik identitas memberikan kerangka ampuh
untuk memahami kekerasan terhadap kelompok minoritas. Sekuritisasi menjelaskan mekanisme
mengangkat ancaman melalui diskursus keamanan; sedangkan politik identitas menjelaskan mengapa
dan bagaimana identitas minoritas tertentu dijadikan sasaran. Wacana “ancaman identitas” biasanya
muncul saat elit merasa kedudukannya terancam oleh perubahan politik. Barry Buzan dkk. menyebut
hal ini sebagai sektor sekuritas masyarakat (societal security), yakni keamanan yang menyangkut
survival identitas kolektif. Societal insecurity terjadi ketika sebuah komunitas merasa identitasnya
terancam oleh kehadiran identitas lain. Kombinasi rasa takut dan sentimen primordial ini sering
dimanfaatkan penguasa untuk meraih dukungan populis. Arjun Appadurai (2006) menggambarkan
bahwa globalisasi memicu “anxiety of incompleteness”, mayoritas bangsa merasa proyek nasional



mereka diganggu oleh eksistensi minoritas kecil, sehingga timbul rasa tidak aman yang irasional
(Appadurai, 2006). Ironisnya, “ketakutan terhadap kelompok kecil” ini justru mendorong kekerasan
besar-besaran terhadap minoritas di berbagai belahan dunia (genosida Rwanda, pembersihan etnis
Balkan, dll.).

. Konflik Myanmar: Sekuritisasi Rohingya sebagai Ancaman Nasional

Di Myanmar, politik identitas berperan nyata dalam marginalisasi etnis Rohingya, minoritas
Muslim yang mayoritas tinggal di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar sejak lama menolak
mengakui “Rohingya” sebagai salah satu etnis nasional; mereka secara resmi dicap sebagai imigran
ilegal “Bengali” dari Bangladesh. Penolakan identitas ini dilembagakan melalui Undang-Undang
Kewarganegaraan 1982, yang secara efektif menolak status kewarganegaraan bagi sebagian besar
Rohingya, menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan (stateless) di tanah kelahirannya
sendiri (Zarni & Cowley, 2014). Konstruksi Rohingya sebagai orang asing tak diinginkan ini
merupakan tahap awal sekuritisasi oleh negara, menciptakan kesan bahwa keberadaan Rohingya
adalah ancaman terhadap keutuhan bangsa dan identitas nasional Burma. Narasi rezim militer Orde
Baru (1962-2011) menekankan persatuan nasional berbasis identitas etnis Bamar (Burma) dan agama
Buddha, sehingga kaum Rohingya yang beretnis dan beragama berbeda ditempatkan sebagai “lain”
yang diragukan loyalitasnya. Propaganda pemerintah pada era tersebut sering kali menggambarkan
Rohingya sebagai penyusup yang mengancam demografi dan budaya lokal (Khatun, 2024).

Memasuki era transisi demokrasi setelah 2011, alih-alih meredakan ketegangan, politik identitas
anti-Rohingya justru menguat seiring terbukanya ruang publik. Penelitian Erin Bijl dan Chris van der
Borgh (2022) menunjukkan bahwa periode liberalisasi 2010-2015 di Myanmar disertai normalisasi
ujaran kebencian anti-Muslim di ranah politik dan media. Proses sekuritisasi ini digerakkan secara
sistematis oleh aliansi biksu ultranasionalis. Menurut Bijl & Van Der Borgh (2022), setelah kekerasan
di Rakhine, muncul Gerakan 969 yang menyatakan bahwa "ras dan agama Buddha yang murni namun
rentan" memerlukan perlindungan dari Islam. Melalui pamflet dan DVD, mereka menyebarkan
speech act mengenai adanya "konspirasi Muslim global" untuk menaklukkan Myanmar (Bijl & Van
Der Borgh, 2022). Meskipun Gerakan 969 kemudian dilarang, narasinya dilanjutkan dan diperkuat
oleh organisasi yang lebih formal, MaBaTha, yang didirikan pada 2014. Dengan jangkauan media
yang lebih luas hingga ke televisi nasional, MaBaTha secara eksplisit menggambarkan Islam sebagai
"agama penjajah yang mengancam dan penuh kekerasan". Untuk memperkuat citra ancaman,
MaBaTha mengaitkan minoritas Muslim lokal dengan gerakan teroris global seperti Islamic State
(IS). Taktik ini secara efektif membingkai mereka bukan sebagai minoritas yang tidak berbahaya,
melainkan sebagai "Trojan Horse" dari "mayoritas yang menakutkan," yaitu dunia Islam itu sendiri
(Bijl & Van Der Borgh, 2022). Wacana “ancaman Muslim” ini menjadi alat politik yang ampuh:
oposisi prodemokrasi seperti National League for Democracy (NLD) pun enggan mengkritik arus
Islamofobia tersebut, khawatir kehilangan dukungan mayoritas. Akibatnya, sekuritisasi terhadap
Rohingya makin mengakar. Puncaknya, terjadi kekerasan komunal yang melibatkan warga mayoritas
Rakhine terhadap Rohingya pada tahun 2012-2013. Insiden kerusuhan dan pembantaian di Rakhine
itu menewaskan hingga 1.000 orang dan memaksa pengungsian jangka panjang seluruh komunitas
dari wilayahnya (Burke, 2016). Pemerintah Myanmar kala itu dituduh membiarkan, bahkan secara
terselubung mendukung, kekerasan massa tersebut alih-alih melindungi minoritas.

Retorika negara kian mengeras setelah munculnya gerakan bersenjata Rohingya yang
menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Pemerintah Myanmar segera melakukan
sekuritisasi dengan melabeli kelompok ini sebagai “teroris ekstrimis Bengali”. Secara spesifik, pada



hari yang sama dengan serangan ARSA tanggal 25 Agustus 2017, pemerintah secara resmi
mendeklarasikan ARSA sebagai organisasi teroris dan mengeluarkan arahan kepada media untuk
secara wajib menggunakan label tersebut, bukan istilah lain seperti “pemberontak”. Narasi ancaman
ini diperluas dengan tuduhan bahwa lembaga bantuan internasional berkolaborasi dengan ARSA,
yang kemudian menjadi justifikasi untuk respons militer yang eskalatif dan tanpa kompromi. Dengan
menyamakan seluruh populasi Rohingya dengan pemberontak bersenjata, militer (7atmadaw)
melancarkan operasi “pembersihan” besar-besaran di desa-desa Rohingya yang dibingkai sebagai
operasi kontra-terorisme untuk menumpas ekstremis (International Crisis Group, 2017). Dalam
beberapa minggu, ratusan desa Rohingya dibakar habis dan ribuan warga sipil dibunuh atau
diperkosa. PBB melaporkan sedikitnya 725.000 Rohingya, lebih dari setengah populasi Rohingya di
Myanmar, melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri (United Nations Human Right
Council, 2018). Para penyelidik internasional menyimpulkan bahwa kekejaman yang dilakukan,
termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan sistematis, menunjukkan adanya niat genosida.
Pemerintah Myanmar di forum internasional berdalih bahwa operasi militernya sah sebagai “tindakan
penanggulangan terorisme” terhadap militan Rohingya. Pernyataan Aung San Suu Kyi dan petinggi
militer konsisten menolak tudingan pelanggaran HAM, sembari tetap menyebut Rohingya sebagai
“Bengali” ilegal, mengindikasikan bahwa konstruksi identitas Rohingya sebagai ancaman tetap
dipertahankan. (United Nations Human Right Council, 2018).

Kasus Myanmar dengan jelas memperlihatkan mekanisme sekuritisasi politik identitas oleh
negara dan konsekuensi kekerasannya. Dimulai dari penyangkalan identitas dan hak sipil (melalui
kebijakan kewarganegaraan diskriminatif), pemerintah Myanmar kemudian menggalang dukungan
mayoritas dengan narasi ancaman terhadap identitas nasional Buddhis. Dalam proses ini, peran aktor
fungsional (functional actors) menjadi sangat krusial. Kelompok biksu ultranasionalis seperti
Gerakan 969 dan MaBaTha berfungsi memperkuat dan menyebarkan wacana ancaman tersebut ke
level akar rumput, sehingga melegitimasi narasi negara di mata publik mayoritas. Dukungan dari
aktor-aktor fungsional inilah yang pada gilirannya memungkinkan militer untuk melakukan
kekerasan terencana yang dibingkai sebagai upaya “penyelamatan bangsa”. Hasilnya adalah tragedi
kemanusiaan: pembersihan etnis atau bahkan genosida de facto terhadap Rohingya (Zarni & Cowley,
2014). Sekuritisasi berhasil mengubah persepsi publik mayoritas, dari melihat Rohingya sebagai
sesama warga menjadi musuh dalam selimut yang pantas ditumpas. Legitimasi sosial semacam ini
memberi blanket approval bagi militer Myanmar untuk melakukan tindakan ekstrem tanpa
menghadapi resistensi internal yang berarti. Dalam perspektif keamanan manusia, jelas bahwa negara
gagal melindungi, bahkan justru mengancam, keamanan dasar kelompok Rohingya. Mereka
kehilangan nyawa, rumah, dan hak-hak dasar atas nama dalih keamanan nasional yang semu.

. Konlflik Palestina-Israel: Politik Identitas sebagai Isu Keamanan

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan contoh klasik bagaimana identitas nasional yang
bersaing disekuritisasi oleh aktor negara. Sejak pendirian Israel pada tahun 1948 sebagai “negara
Yahudi”, isu demografi dan identitas telah menjadi pusat kekhawatiran keamanan bagi pemimpin
Israel. Pembentukan Israel disertai pengusiran atau eksodus ratusan ribu warga Palestina dari tanah
mereka, peristiwa yang dikenal sebagai “Nakba”, yang menciptakan krisis pengungsi besar-besaran
(Khalidi, 2010). Israel menerapkan kebijakan yang mengutamakan migrasi Yahudi (contohnya Law
of Return 1950 yang memberi hak otomatis bagi orang Yahudi dari mana pun untuk menjadi warga
negara). Selain itu, selama dua dekade pertama, penduduk Arab-Palestina yang tetap tinggal di Israel



berada di bawah pemerintahan militer domestik, mencerminkan anggapan rezim bahwa populasi
minoritas tersebut merupakan ancaman keamanan internal yang perlu diawasi. Sejak awal, identitas
ke-Yahudi-an negara dipertahankan melalui dominasi politik kelompok mayoritas Yahudi dan
marjinalisasi populasi Arab Palestina.

Pasca Perang 1967, Israel memperluas kendali atas wilayah yang mayoritas berpenduduk
Palestina (Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza). Jutaan orang Palestina hidup di bawah
pendudukan militer tanpa hak politik penuh. Di sini, sekuritisasi identitas terjadi secara eksplisit:
pemerintah Israel secara konsisten menggambarkan gerakan perlawanan Palestina, dari Palestine
Liberation Organization (PLO) hingga kelompok seperti Hamas, semata-mata sebagai ancaman
teroris terhadap eksistensi Israel. Sebagai contoh, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 29
September 2014, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan speech act dengan menyatakan
bahwa "Hamas adalah ISIS dan ISIS adalah Hamas". Dengan menyamakan perlawanan Palestina
dengan terorisme global, narasi ini bertujuan mendelegitimasi setiap aspirasi politik mereka dan
membingkainya murni sebagai ancaman keamanan (The Prime Minister’s Office of Israel, 2014).
Diskursus resmi menekankan bahwa langkah-langkah keras diperlukan untuk menjamin ‘“keamanan
nasional” Israel menghadapi “musuh internal” ini (Olesker, 2014). Sebagai contoh, selama Intifada
Kedua (2000-2005), aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sebagian faksi Palestina dijawab
Israel dengan pengerahan militer besar-besaran. Pemerintah Israel membingkai operasi militer di
kota-kota Palestina, pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat, dan blokade terhadap Gaza sebagai
langkah darurat untuk mencegah ancaman keamanan. Kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun
berhasil menekan serangan terhadap warga Israel, menimbulkan penderitaan berat bagi penduduk
sipil Palestina dan dikritik luas sebagai bentuk penghukuman kolektif (Human Rights Watch, 2021).

Politik identitas di Israel diinstitusikan dalam sistem hukum dan politik yang mempertahankan
keunggulan kelompok mayoritas Yahudi. Oren Yiftachel (2006) menyebut Israel sebagai sebuah
“etnokrasi”, di mana identitas etnis mayoritas secara struktural mendominasi lembaga negara dan
penguasaan lahan, sementara minoritas Palestina berada dalam subordinasi permanen (Yiftachel,
2006). Konsep serupa dikemukakan oleh Smooha (2002) yang menggolongkan Israel sebagai
“demokrasi etnis”, dimana negara menjalankan institusi demokratis namun secara implisit hanya
benar-benar melayani etnis mayoritas (Smooha, 2002). Implikasi dari tata kelola semacam ini adalah
terpinggirkannya kepentingan dan keamanan komunitas Palestina. Misalnya, undang-undang dan
kebijakan pertanahan sangat menguntungkan warga Yahudi, sedangkan warga Arab menghadapi
diskriminasi dalam akses lahan, perumahan, dan sumber daya (Yiftachel, 2006). Diskursus keamanan
negara pun kerap menyebut pertumbuhan populasi Palestina sebagai “ancaman demografis” bagi
masa depan Israel (Human Rights Watch, 2021). Seperti yang dicatat oleh Camilla Boisen (2024),
wacana ini diekspresikan secara gamblang oleh pemimpin Israel, di mana Netanyahu pernah
menggambarkan orang Palestina sebagai "binatang buas" (wild beasts), dan menegaskan posisi Israel
sebagai "vila di tengah hutan" (Boisen, 2024). Persepsi bahwa identitas Yahudi negara harus
dilindungi dari perubahan demografis maupun perlawanan politik membuat setiap tuntutan hak dari
pihak Palestina mudah dicurigai sebagai ancaman eksistensial.

Konsekuensi dari sekuritisasi menyeluruh ini adalah siklus kebijakan keras dan kekerasan negara
yang terus berulang. Proses dehumanisasi ini menjadi pembenaran bagi kekerasan tersebut, di mana
laporan dari European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mencatat penggunaan
bahasa yang ekstrem oleh pejabat Israel. Contohnya, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut
warga Palestina sebagai "binatang manusia" (human animals) (European Center for Constitutional



and Human Rights, 2014). Pasukan keamanan Israel secara rutin menerapkan penangkapan massal,
penahanan tanpa pengadilan (administrative detention), dan tindakan represif lainnya terhadap warga
Palestina dengan dalih mencegah terorisme. Berbagai operasi militer, dari invasi ke Lebanon, operasi
di Tepi Barat, hingga serangan udara berulang di Gaza, dipresentasikan ke publik Israel sebagai
“keharusan keamanan” untuk melindungi identitas dan keberlangsungan negara (Human Rights
Watch, 2021). Narasi sekuritisasi yang kuat ini berhasil menghimpun dukungan mayoritas warga
Israel bagi kebijakan garis keras, namun berujung pada penderitaan populasi Palestina. Human Rights
Watch (2021) mendapati bahwa pemerintah Israel menjalankan kebijakan yang secara sistematis
memprioritaskan kepentingan dan keamanan warga Yahudi di atas warga Palestina, baik di Israel
maupun di wilayah pendudukan. Laporan tersebut bahkan menyimpulkan bahwa situasi ini
memenuhi definisi apartheid, yakni sistem penindasan dan dominasi suatu kelompok ras/etnis
terhadap kelompok lain, ditandai pembatasan gerak, perampasan tanah, dan pemisahan politik yang
merugikan warga Palestina (Human Rights Watch, 2021). Dengan kata lain, sekuritisasi identitas oleh
aktor negara Israel telah melampaui sekadar retorika; proses tersebut melembaga dalam struktur
hukum, praktik pemerintahan, dan perilaku aparat keamanan sehari-hari. Bagi rakyat Palestina,
kondisi ini berarti kehidupan di bawah bayang-bayang kontrol militer dan kekerasan, dengan
keamanan manusia mereka terabaikan.

. Analisis Komparatif

Analisis komparatif yang mendalam antara kasus Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-
Israel menyingkap adanya mekanisme fundamental yang serupa dalam penggunaan politik identitas
oleh negara sebagai alat sekuritisasi, meskipun keduanya beroperasi dalam konteks, skala waktu, dan
bentuk kekerasan yang berbeda. Di kedua kasus, negara secara sistematis mengonstruksi identitas
kelompok minoritas sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas kolektif mayoritas, yang
kemudian melegitimasi kebijakan represif dan kekerasan berskala besar. Namun, perbedaan dalam
kapasitas negara, tujuan politik, dan konteks internasional menghasilkan dinamika dan hasil yang
khas.

1). Evolusi Wacana Sekuritisasi: Linimasa dan Intensitas 'Speech Act'

Perbedaan paling signifikan antara kedua kasus terletak pada linimasa dan volume wacana
sekuritisasi. Konflik Israel-Palestina ditandai oleh kampanye diskursif yang panjang, berlapis,
dan adaptif selama lebih dari 75 tahun, sementara sekuritisasi Rohingya di Myanmar bersifat
lebih linear, mengalami eskalasi yang cepat dan meledak dalam periode yang jauh lebih singkat.

Sekuritisasi terhadap warga Palestina bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan
sebuah proses historis yang terus-menerus direproduksi dan disesuaikan dengan konteks politik
yang berubah. Proses ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase diskursif yang saling tumpang
tindih, menunjukkan volume speech act yang masif dan berkelanjutan. Fondasi sekuritisasi
diletakkan sejak pendirian Israel. Speech act yang paling fundamental adalah legislasi, seperti
Law of Return (1950) yang secara eksklusif memberikan hak imigrasi dan kewarganegaraan bagi
orang Yahudi di seluruh dunia. Sebaliknya, tidak ada legislasi serupa yang memberikan hak
kembali bagi pengungsi Palestina, dan sistem hukum serta kebijakan yang ada secara efektif
mencegah mereka untuk kembali (Lapidoth, 2001). Narasi dominan pada periode ini adalah
“ancaman demografis” atau bom waktu demografis” (Human Rights Watch, 2021).
Pertumbuhan populasi Palestina secara terbuka dibingkai sebagai ancaman eksistensial terhadap
"karakter Yahudi" negara. Wacana ini, seperti yang dianalisis oleh Uriel Abulof, menjadi



justifikasi bagi kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni
demografis Yahudi, termasuk melalui kontrol atas tanah dan sumber daya (Abulof, 2014).
Sistem ini oleh akademisi seperti Oren Yiftachel digambarkan sebagai sebuah "etnokrasi", di
mana satu kelompok etnis secara struktural mendominasi negara (Yiftachel, 2006).

Meletusnya Intifada Pertama (1987) dan Kedua (2000) menandai pergeseran fokus wacana
sekuritisasi secara signifikan. Meskipun ancaman demografis tetap menjadi latar belakang,
narasi utama bergeser ke arah “international terrorism” (Ben-Ami, 2006). Perlawanan Palestina,
mulai dari pelemparan batu oleh anak-anak (“Children of the Stones”) hingga serangan bunuh
diri oleh kelompok militan, secara menyeluruh dibingkai sebagai tindakan teror yang
mengancam keamanan warga sipil Israel (Papi, 2016). Speech act pada periode ini berpusat pada
justifikasi tindakan-tindakan luar biasa sebagai respons keamanan. Pembangunan tembok
pemisah di Tepi Barat, sebagai contoh, secara resmi disebut sebagai “pagar keamanan” (security
fence). Operasi militer berskala besar di kota-kota Palestina, seperti Operasi Perisai Pertahanan
(Operation Defensive Shield), dibingkai sebagai keharusan untuk memberantas “infrastruktur
teror” (Human Rights Watch, 2021). Volume retorika keamanan pada periode ini meningkat
tajam, diproduksi secara konsisten oleh para pemimpin politik dan militer untuk melegitimasi
kebijakan pendudukan yang semakin keras di mata audiens domestik dan internasional.

Dalam konteks “Perang Melawan Teror” global pasca-9/11 dan kemenangan Hamas dalam
pemilu Palestina 2006, wacana sekuritisasi Israel mengalami globalisasi dan intensifikasi
dehumanisasi. Speech act kunci pada era ini adalah pernyataan Perdana Menteri Benjamin
Netanyahu yang secara eksplisit menyamakan Hamas dengan ISIS: “Hamas adalah ISIS dan
ISIS adalah Hamas” (The Prime Minister’s Office of Israel, 2014). Taktik diskursif ini sangat
strategis, karena bertujuan untuk (1) mendelegitimasi aspirasi politik Palestina dengan
mengasosiasikannya dengan terorisme transnasional yang paling ditakuti Barat, dan (2)
membingkai konflik bukan lagi sebagai sengketa teritorial atau pendudukan, melainkan sebagai
bagian dari benturan peradaban antara “dunia beradab” dan “Islam radikal” (Bader, 2023).
Narasi ini turut diperkuat oleh pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut Operasi Banjir
Al-Agsa sebagai “pure evil” dan menyamakan kekejaman Hamas dengan “ekses terburuk ISIS”
(Bader, 2023). Wacana ini diperkuat oleh bahasa dehumanisasi yang semakin ekstrem dari para
pejabat. Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyebut warga Palestina sebagai
“binatang manusia” (human animals) untuk menjustifikasi pengepungan total terhadap Gaza
adalah contoh puncak dari proses ini (European Center for Constitutional and Human Rights,
2014). Volume speech act ini tidak hanya besar tetapi juga disebarkan secara luas melalui
diplomasi publik (hasbara) untuk membentuk persepsi internasional (Irigat & Owda, 2025).

Berbeda dengan siklus panjang di Israel-Palestina, sekuritisasi Rohingya di Myanmar
mengikuti lintasan yang lebih linear, bergerak dari eksklusi legal menuju ledakan ujaran
kebencian yang terkonsentrasi dan berujung pada kekerasan genosidal dalam waktu yang relatif
singkat. Titik awal sekuritisasi di Myanmar adalah speech act legal yang bersifat fundamental:
Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 (Burmese Rohingya Organisation UK, 2014). Undang-
undang ini secara efektif mencabut status kewarganegaraan Rohingya, menolak eksistensi
identitas mereka, dan secara resmi melabeli mereka sebagai “imigran ilegal Bengali”. Selama
beberapa dekade di bawah rezim militer, proses ini berjalan secara birokratis dan perlahan,
menanamkan narasi “orang asing” ke dalam struktur negara dan kesadaran publik. Ini adalah
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fase othering yang sistematis namun tidak disertai dengan volume wacana publik yang masif
seperti pada fase berikutnya.

Paradoksnya, transisi menuju demokrasi membuka katup bagi ledakan wacana kebencian.
Periode ini menyaksikan peningkatan volume dan intensitas speech act anti-Rohingya secara
eksponensial. Aktor-aktor fungsional non-negara, terutama kelompok biksu ultranasionalis
seperti Gerakan 969 dan MaBaTha yang dipimpin oleh Wirathu, menjadi mesin utama
propaganda. Mereka menyebarkan narasi ancaman terhadap "ras dan agama Buddha" melalui
pamflet, DVD, dan ceramah-ceramah yang penuh dengan dehumanisasi, menyebut Muslim
sebagai "anjing gila" atau ancaman yang harus "dilenyapkan dari masyarakat manusia" (United
States Holocaust Memorial Museum, n.d.). Momen krusial pada fase ini adalah penetrasi massal
internet dan media sosial, khususnya Facebook. Platform ini menjadi "senjata" yang sangat
efektif bagi militer dan kelompok nasionalis untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran
kebencian secara viral, menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap Rohingya menjadi
dapat diterima dan bahkan didukung oleh publik (Schissler, 2024). Laporan PBB secara eksplisit
menyebut peran Facebook sebagai "instrumen yang berguna" dalam menyebarkan kebencian
(United Nations Human Right Council, 2018).

Serangan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus 2017 menjadi
pemicu (trigger) yang dimanfaatkan secara sempurna oleh negara. Pemerintah Myanmar dengan
segera dan secara resmi mendeklarasikan ARSA sebagai "organisasi teroris" dan
menginstruksikan media untuk menggunakan label tersebut. Speech act ini sangat terkonsentrasi
dan instrumental. Dalam waktu singkat, seluruh populasi Rohingya disamakan dengan "teroris,"
dan operasi militer brutal yang menyusul dibingkai sebagai "operasi kontra-terorisme" yang sah.
Narasi ini memberikan justifikasi final bagi "operasi pembersihan" (clearance operations) yang
oleh PBB diidentifikasi memiliki "niat genosidal". (United Nations Human Right Council,
2018).

Secara komparatif, evolusi wacana ini menunjukkan bahwa strategi sekuritisasi sangat
dipengaruhi oleh kapasitas negara dan tujuan politiknya. Israel, sebagai negara dengan kapasitas
kontrol yang tinggi dan tujuan manajemen konflik jangka panjang, mengembangkan wacana
yang berlapis dan adaptif. Sebaliknya, Myanmar, sebagai negara yang lebih rapuh dengan tujuan
eliminasi kelompok minoritas sebagai bagian dari proyek pembangunan bangsa yang homogen,
menggunakan wacana yang lebih linear, langsung, dan meledak-ledak, yang dipercepat oleh
teknologi media baru.

Bentuk Kekerasan Negara: Kontrol Biopolitik vs. Kekerasan Eliminasionis

Perbedaan dalam tujuan dan kapasitas negara juga tercermin dalam bentuk kekerasan
dominan yang diterapkan. Di Israel-Palestina, kekerasan cenderung bersifat manajerial dan
bertujuan untuk kontrol populasi jangka panjang. Di Myanmar, kekerasan terhadap Rohingya
bersifat eliminasionis, bertujuan untuk pemusnahan dan pengusiran fisik.

Israel dapat dikonseptualisasikan sebagai "negara garnisun" (garrison state), sebuah istilah
yang dipopulerkan oleh sosiolog Baruch Kimmerling untuk menggambarkan masyarakat di
mana militerisme dan pertimbangan keamanan menjadi prinsip pengorganisasian utama
(Kimmerling, 2005). Dalam kerangka ini, kekerasan negara terhadap Palestina tidak selalu
bertujuan untuk pemusnahan fisik secara langsung, melainkan untuk menegakkan sebuah sistem
kontrol yang permanen dan komprehensif. Antropolog Jeff Halper menyebut sistem ini sebagai
"Matriks Kontrol" (Matrix of Control), yaitu sebuah jaringan berlapis yang terdiri dari
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mekanisme birokrasi (izin, registrasi), hukum (hukum militer), fisik (tembok pemisah, pos
pemeriksaan, permukiman), dan teknologi (pengawasan digital, drone) yang dirancang untuk
memecah belah, mengisolasi, dan mengendalikan setiap aspek kehidupan warga Palestina
(Halper, 2000).

Sistem ini dapat dianalisis melalui dua kerangka teoretis yang saling melengkapi. Pertama,
biopolitik Michel Foucault, yang merujuk pada kekuasaan negara untuk mengelola kehidupan
populasi: mengatur siapa yang hidupnya dioptimalkan dan siapa yang dibiarkan rentan, demi
kepentingan kelompok dominan (Means, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan Israel seperti
kontrol atas sumber daya air (Amnesty International, 2017), pembatasan akses ke lahan pertanian
(United Nations Conference on Trade and Development, 2022), dan blokade ekonomi di Gaza
(United Nations Conference on Trade and Development, 2024), berfungsi sebagai alat biopolitik
untuk melemahkan kapasitas hidup populasi Palestina. Kedua, nekropolitik Achille Mbembe,
yang merupakan pengembangan dari biopolitik, merujuk pada kekuasaan negara untuk
menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati, seringkali melalui penciptaan
"zona kematian" (death-worlds) di mana populasi sasaran hidup dalam kondisi antara hidup dan
mati (Deprez, 2023). Pendudukan militer yang berkepanjangan, serangan militer periodik, dan
kondisi di Gaza yang sering disebut sebagai "penjara terbuka" adalah manifestasi dari
nekropolitik. Kekerasan di sini bersifat manajerial dan struktural, bertujuan untuk melumpuhkan
kapasitas politik dan sosial Palestina, sebuah proses yang oleh Kimmerling disebut "politisida"
(politicide), yaitu penghancuran eksistensi politik suatu bangsa (Yiftachel, 2009).

Sebaliknya, Myanmar merupakan contoh negara yang secara historis rapuh (fragile state),
di mana proses pembentukan negara-bangsa (state-building) masih belum selesai dan penuh
dengan kekerasan (United Nations Development Programme, 2019). Proyek negara ini
didominasi oleh visi etno-nasionalis Bamar-Buddhis yang sempit, yang memandang
keberagaman etnis sebagai ancaman bagi persatuan nasional (Leong, 2022). Dalam konteks
negara yang lemah dengan kapasitas kontrol birokrasi yang terbatas, kekerasan fisik yang brutal
dan langsung menjadi alat yang dianggap paling efisien untuk mencapai tujuan homogenisasi
nasional.

Kekerasan yang diarahkan kepada Rohingya bersifat eliminasionis (Conversi, 2010).
Tujuannya bukan untuk mengelola atau mengontrol populasi tersebut dalam jangka panjang,
melainkan untuk menghilangkannya secara fisik dari wilayah negara. Proses ini sejalan dengan
definisi akademis tentang pembersihan etnis dan genosida, yang melibatkan tindakan-tindakan
seperti pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan penghancuran desa-desa untuk
membuat suatu wilayah tidak dapat dihuni oleh kelompok sasaran. Undang-Undang
Kewarganegaraan 1982 menjadi landasan hukum untuk proses eliminasi ini, yang kemudian
dieksekusi melalui kekerasan fisik pada tahun 2012, 2016, dan puncaknya pada 2017 (Burmese
Rohingya Organisation UK, 2014). Kekerasan di sini bukanlah alat manajemen, melainkan alat
pemusnahan sebagai bagian dari proyek pembangunan negara yang eksklusif dan kejam. Ini
menunjukkan bagaimana negara yang lemah dapat menggunakan kekerasan genosidal sebagai
strategi brutal untuk menyelesaikan "masalah" minoritas dan memaksakan visi identitas
nasionalnya (Silkoset & Skarpeteig, 2022).

Peran Aktor Eksternal dan Masyarakat Sipil: Pemberdayaan vs. Pembiaran
Dinamika sekuritisasi dan kekerasan di kedua kasus tidak dapat dipisahkan dari peran aktor
eksternal dan ruang bagi masyarakat sipil domestik. Konteks internasional dan domestik
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menciptakan lingkungan yang sangat berbeda: Israel secara aktif diberdayakan oleh negara
adidaya dalam ruang diskursif yang diperebutkan, sementara Myanmar diizinkan bertindak
dengan impunitas oleh pelindung kekuatan besar dalam ruang diskursif domestik yang
hegemonik.

Peran aktor eksternal, khususnya di Dewan Keamanan PBB, menunjukkan perbedaan yang
tajam. Untuk Israel, Amerika Serikat secara konsisten bertindak sebagai pemberdaya (enabler).
Hal ini terwujud dalam dua bentuk utama. Pertama, melalui bantuan militer masif yang mencapai
miliaran dolar setiap tahun, yang secara efektif menyubsidi pendudukan dan industri pertahanan
Israel (Bhungalia et al., 2019). Bantuan ini memastikan superioritas militer Isracl dan
mengurangi biaya ekonomi dari pendudukan. Kedua, melalui perlindungan diplomatik di
panggung internasional. Sejak tahun 1972, AS telah menggunakan hak vetonya di Dewan
Keamanan PBB puluhan kali untuk memblokir resolusi yang mengkritik kebijakan Israel,
sehingga mencegah tindakan internasional yang mengikat secara hukum (O’Dell, 2023). Peran
AS ini bukan sekadar pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang memungkinkan Israel untuk
mempertahankan "Matriks Kontrol"-nya tanpa menghadapi konsekuensi internasional yang
berat.

Untuk Myanmar, konstelasi internasionalnya berbeda. Rezim militer dilindungi oleh
aliansi kekuatan besar dan kelumpuhan regional. Di Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan
Rusia secara konsisten menggunakan (atau mengancam akan menggunakan) hak veto mereka
untuk melindungi rezim Myanmar dari sanksi yang mengikat, embargo senjata, atau rujukan ke
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) (United Nations, 2007). Posisi ini didorong oleh
kepentingan strategis dan ekonomi mereka sendiri, termasuk penjualan senjata dan investasi
infrastruktur (Indo-Pacific Defense Forum, 2021). Di tingkat regional, prinsip "non-intervensi"
ASEAN secara efektif melumpuhkan setiap upaya respons kolektif yang berarti, memberikan
perlindungan diplomatik lebih lanjut bagi Myanmar (Gultom, 2025). Lingkungan ini
menciptakan ruang hampa akuntabilitas yang memungkinkan rezim Myanmar melakukan
kekerasan ekstrem dengan impunitas.

Kontra-Narasi Masyarakat Sipil: Termarjinalisasi vs. Diberangus

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada ruang bagi masyarakat sipil untuk menantang
narasi keamanan negara. Di Israel, meskipun sangat termarjinalisasi secara politik, terdapat
masyarakat sipil yang aktif dan vokal yang secara konsisten memproduksi kontra-narasi.
Organisasi seperti B'Tselem (Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah
Pendudukan) dan Breaking the Silence (organisasi veteran tentara Israel) secara teliti
mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan dan secara terbuka
menantang wacana keamanan resmi pemerintah (Human Rights Watch, 2017). Mereka
menyediakan data dan perspektif alternatif yang digunakan oleh media internasional, akademisi,
dan bahkan beberapa pemerintah asing. Namun, keberadaan mereka memicu reaksi keras dari
negara dan kelompok-kelompok pro-pemerintah, yang melancarkan kampanye delegitimasi
untuk mencap mereka sebagai pengkhianat atau agen asing yang didanai secara tidak sah, dengan
tujuan untuk membungkam kritik dan menghancurkan sumber daya finansial mereka (Murciano
& Stiftung Wissenschaft Und Politik, 2020).

Di Myanmar, ruang untuk perbedaan pendapat mengenai isu Rohingya hampir tidak ada.
Suara-suara kritis di dalam negeri diberangus secara brutal melalui penangkapan, intimidasi, dan
kekerasan (Human Rights Watch, 2017). Bahkan gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh



Aung San Suu Kyi secara historis memilih untuk diam mengenai penderitaan Rohingya,
kemungkinan besar karena takut kehilangan dukungan dari mayoritas Bamar yang telah terpapar
narasi nasionalis. Akibatnya, kontra-narasi terhadap sekuritisasi Rohingya hampir seluruhnya
berasal dari aktor eksternal: organisasi diaspora Rohingya, LSM hak asasi manusia internasional,
dan badan-badan PBB seperti UNHRC (Minority Rights Group, 2012). Ketiadaan tantangan
internal yang signifikan membuat narasi keamanan negara menjadi hampir hegemonik di dalam
Myanmar, memfasilitasi mobilisasi dukungan publik untuk tindakan kekerasan terhadap
Rohingya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah langkah sekuritisasi tidak hanya
bergantung pada kekuatan speech act itu sendiri, tetapi juga pada struktur geopolitik dan lanskap
politik domestik yang dapat memperkuat, menantang, atau mengabaikannya.

Kesimpulan

Penelitian komparatif ini menegaskan bahwa politik identitas yang disekuritisasi oleh negara
dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan kolektif terhadap kelompok minoritas. Melalui studi
kasus Myanmar dan Palestina-Israel, terlihat pola serupa di mana rezim mayoritas membangun narasi
ancaman eksistensial yang dilekatkan pada identitas komunitas minoritas (Rohingya di Myanmar, dan
Palestina dalam konteks Israel). Narasi ancaman ini kemudian digunakan untuk membenarkan berbagai
tindakan represif, mulai dari pengingkaran hak sipil, diskriminasi terstruktur, hingga kekerasan massal
yang berujung pada pembersihan etnis. Di Myanmar, sekuritisasi identitas menghasilkan tragedi
kemanusiaan berupa pengusiran dan pemusnahan besar-besaran etnis Rohingya. Sementara di Israel-
Palestina, sekuritisasi yang berkelanjutan mewujud dalam sistem dominasi dan penindasan jangka
panjang terhadap rakyat Palestina, yang oleh sejumlah pengamat disebut sejenis “apartheid modern”.

Tujuan penelitian ini untuk memahami proses tersebut telah tercapai dengan mengungkap
elemen-elemen kunci sekuritisasi. Pertama, terbukti bahwa identitas mayoritas (Myanmar: Bamar-
Buddhis; Israel: Yahudi) dijadikan referent object yang diklaim terancam, dan minoritas distereotipkan
secara monolitik sebagai sumber ancaman. Kedua, upaya sekuritisasi berhasil ketika didukung audiens
mayoritas, ini terjadi di Myanmar dan Israel, di mana sebagian besar populasi mendukung atau apatis
terhadap penderitaan Rohingya/Palestina karena sudah terpengaruh narasi resmi. Ketiga, konsekuensi
berhasilnya sekuritisasi identitas adalah meluasnya kekerasan struktural (hukum dan kebijakan
diskriminatif, pemiskinan dan peminggiran kelompok target) yang kemudian memfasilitasi kekerasan
langsung (pengusiran massal, pembunuhan, perang).

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur hubungan internasional dan kajian
global mengenai konflik identitas dan keamanan. Pertama, studi ini memperlihatkan betapa kuatnya
dampak konstruksi identitas oleh negara: ketika definisi “kita” dan “mereka” diperalat dalam bingkai
keamanan, konsekuensinya adalah tergerusnya norma-norma perlindungan sipil dan eskalasi kekerasan
yang sulit dibendung. Kedua, hasil analisis menekankan perlunya mengintegrasikan perspektif
keamanan manusia dalam menangani konflik berbasis identitas. Keamanan nasional yang sempit, yang
hanya mengutamakan keberlangsungan rezim atau dominasi mayoritas, terbukti tidak sejalan dengan
keamanan individu-individu dari semua golongan. Upaya perdamaian dan pencegahan kekerasan di
kasus seperti Myanmar dan Palestina menuntut dekonstruksi politik ketakutan yang dibangun atas nama
identitas. Negara dan komunitas internasional perlu mendorong narasi inklusif yang mengakui
keberagaman identitas dalam suatu bangsa, sekaligus menegakkan prinsip hak asasi manusia universal.
Hanya dengan demikian, ancaman semu yang diciptakan oleh politik identitas eksklusif dapat diredam,
dan tragedi kemanusiaan serupa di masa depan dapat dicegah.



Sebagai arah pengembangan lebih lanjut, pendekatan serupa dapat diterapkan pada konteks lain
untuk menguji apakah pola sekuritisasi identitas yang ditemukan dalam studi ini juga muncul di tempat
berbeda, misalnya peran pemerintah India dalam sekuritisasi identitas Muslim (kasus Kashmir atau
kerusuhan komunal), atau pemerintah Tiongkok dengan Uyghur. Selain itu, diperlukan telaah mengenai
strategi desecuritization, yakni bagaimana memutar balik proses sekuritisasi demi resolusi konflik.
Apakah perubahan rezim atau tekanan internasional dapat mengubah narasi dominan? Pengamatan awal
menunjukkan hal itu sulit tanpa transformasi mendasar dalam identitas nasional inklusif. Dalam kasus
Rohingya dan Palestina, langkah menuju rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan kemanusiaan dan
keanggotaan penuh mereka dalam komunitas politik. Selama konstruksi identitas berbasis oposisi dan
ketakutan masih dijadikan fondasi kebijakan negara, prospek penyelesaian konflik yang inklusif dan
berakar pada keadilan sosial akan tetap terhalang.
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